JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara, di antaranya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Pengaturan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk
mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, perlindungan masyarakat,
kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara yang
berkesinambungan, profesional, terbuka, bertanggung jawab, dan
berkeadilan. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman bagi
instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam melaksanakan
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk untuk menjawab
permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak, antara lain adanya pungutan Penerimaan Negara Bukan

Pajak tanpa dasar hukum, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang


















f. menyampaikan

laporan pertanggungjawaban bendahara kepada

kuasa pengguna anggaran dan/atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP;

dan

g. menyampaikan

laporan pertanggungjawaban bendahara kepada

Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB III
JENIS PNBP

Jenis PNBP yang dikelola oleh Kejaksaan terdiri atas:

a. PNBP umum; dan

b. PNBP fungsional.

PNBP umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan

PNBP yang tidak berasal dari tugas pokok dan fungsi Kejaksaan

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No. Kode Akun Uraian Kode Akun

1. 425122 pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin

2. 425129 pendapatan dari pemindahtanganan barang
milik negara lainnya

3. 425131 pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan

4. 425139 pendapatan dari pemanfaatan barang milik
negara lainnya

< 425791 pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau
pejabat lain

6. 425792 pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara
terhadap bendahara

7 425793 pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara
terhadap pihak lain/pihak ketiga

8. 425811 pendapatan denda penyelesaian pekerjaan
pemerintah

2 B 425911 penerimaan kembali belanja pegawai tahun
anggaran yang lalu




No. Kode Akun Uraian Kode Akun

10. 425912 penerimaan kembali belanja barang tahun

anggaran yang lalu

11. 425913 penerimaan kembali belanja modal tahun

anggaran yang lalu

12 425991 penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

13. 425999 pendapatan anggaran lain-lain

3. PNBP fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b
merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kejaksaan atas
jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No. Kode Akun Uraian Kode Akun

1. 425233 pendapatan ongkos perkara

2. 425236 pendapatan penjualan barang rampasan/hasil
sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan
pengadilan

3. 425237 pendapatan denda pelanggaran lalu lintas

4. 425238 pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya

9. 425239 pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya

6. 425241 pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang
telah diputus/ditetapkan pengadilan

7. 425242 pendapatan uang sitaan tindak pidana
pencucian uang yang telah diputus/ditetapkan
pengadilan

8. 425243 pendapatan uang pengganti tindak pidana
korupsi yang  telah diputus/ditetapkan
pengadilan

9. 425244 pendapatan penjualan hasil lelang tindak
pidana pencucian uang

Ta. 425245 pendapatan penjualan hasil lelang tindak
pidana korupsi

11. 425246 pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi

19, 425247 pendapatan denda hasil tindak pidana
pencucian uang
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dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

8. Pelaporan hasil pengawasan PNBP dapat dilaksanakan melalui sistem

informasi.

BAB IX
PENUTUP

1. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku:

a. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-12/A/
Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman
Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang
Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi;

b. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-040/A/
Cu.2/03/2013 tanggal 6 Maret 2013 perihal Pedoman Penyelesaian
dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Denda dan Biaya
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang yang Diputus Verstek; dan

c. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-429/C/
Cu.3/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Perubahan Akun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Baru yang Dikelola
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2021
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN













































11. Format Laporan Rekapitulasi PNBP
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